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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 
 
 

Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 

berpedoman pada Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Bontang TA 2023, 

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bontang TA 2023, dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang tahun 2021-

2026. 

Mengacu pada Bab VI Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 

Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan 

ketentuan terkait Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, Kepala daerah 

memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA ke dalam 

perubahan KUA serta perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD. 

Dalam Perubahan PPAS disertai penjelasan: 

1. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam 

perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD 

tahun anggaran berjalan; 

2. Capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang harus dikurangi 

dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan 

3. Capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang harus 

ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA. 

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, selanjutnya Perubahan KUA dan Perubahan 

PPAS dibahas bersama oleh TAPD dan Badan Anggaran DPRD. 

Perubahan PPAS disusun dengan tujuan untuk menyediakan sebuah dokumen 

perubahan perencanaan penganggaran yang disepakati bersama antara Pemerintah 

Kota Bontang dengan DPRD Kota Bontang untuk digunakan sebagai acuan dalam 

penyusunan  Perubahan APBD Kota Bontang TA 2023 dan Perubahan Rencana Kerja 

dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (P-RKA SKPD) TA 2023. 

Landasan hukum penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran 

Sementara (PPAS) Kota Bontang Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut : 
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a. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten 

Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai 

Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962); 

b. Undang‐Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 

Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 

f. Undang‐Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005‐2025 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4700); 

g. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6757); 

h. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 
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sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 

2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 

tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5155);  

i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

j. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan 

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 

Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);  

k. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);  

l. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);  

m. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan 

Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);  

n. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 
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Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 517); 

p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas 

Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462); 

q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem 

Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 1114); 

r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, 

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Teknis Pengelolaan keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 1781); 

t. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2023 Nomor 3, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Bontang Nomor 69); 

u. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2023 

(Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2022 Nomor 6); 

v. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 26 Tahun 2022 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 

2023 (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2022 Nomor 26); 

w. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Perubahan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.  
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BAB II 
RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH 

 

 

Sesuai dengan perubahan kebijakan anggaran pendapatan daerah dan 

berdasarkan analisis potensi sumber‐sumber pendapatan, target Pendapatan Daerah 

pada Tahun Anggaran 2023 semula direncanakan mencapai Rp1.686.408.247.645 

menjadi Rp2.138.324.843.071 naik 26,80 persen atau sebesar Rp451.916.595.426. 

Berdasarkan rencana penerimaan pendapatan tersebut, PAD semula diharapkan 

mampu memberi kontribusi sebesar Rp215.721.973.057  menjadi Rp208.097.914.195 

turun 3,53 persen atau sebesar Rp7.624.058.862. Turunnya PAD sebagian besar 

disebabkan adanya penyesuaian pajak penerangan jalan sesuai dengan amanat 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat 

dan Pemerintah Daerah.  

Pendapatan Transfer meningkat utamanya ditopang oleh adanya penyesuaian 

pendapatan transfer pemerintah pusat baik yang bersumber dari Dana Bagi Hasil 

(DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan non fisik sesuai Peraturan Presiden 

Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN tahun 2023 dan Keputusan Gubernur 

Kaltim Nomor 100.3.3.1/K.116/2023 tentang Penetapan Nilai Kurang Salur Belanja 

Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Kepada Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur tahun 

2022. Pendapatan Transfer semula sebesar Rp1.462.012.623.420 menjadi 

Rp1.923.200.188.305 naik 31,54 persen atau sebesar Rp461.187.564.885. 

Sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah semula sebesar 

Rp8.673.651.168 turun menjadi Rp7.026.740.571 turun 18,99 persen atau sebesar Rp 

1.646.910.597.  

Prakiraan penerimaan pendapatan daerah berdasarkan sumber utamanya dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

Tabel 2.1 
Rencana Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 

 

Kode Uraian 

Anggaran Tahun 2023 

Bertambah / (berkurang) 
APBD Murni 

Perubahan KUA 
PPAS 

4 PENDAPATAN     

4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 215.721.973.057 208.097.914.195 -7.624.058.862 -3,53 

4.1.01 Pajak Daerah 130.000.000.000 106.779.690.000 -23.220.310.000 -17,86 

4.1.02 Retribusi Daerah 4.146.678.500 2.768.551.925 -1.378.126.575 -33,23 
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Kode Uraian 

Anggaran Tahun 2023 

Bertambah / (berkurang) 
APBD Murni 

Perubahan KUA 
PPAS 

4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 
yang dipisahkan 

4.205.520.097 3.591.431.779 -614.088.318 -14,60 

4.1.04 Lain-Lain PAD yang Sah 77.369.774.460 94.958.240.491 17.588.466.031 22,73 

4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.462.012.623.420 1.923.200.188.305 461.187.564.885 31,54 

4.2.01 Pendapatan  Ttansfer Pemerintah 
Pusat 

1.185.220.557.400 1.617.733.662.285 432.513.104.885 36,49 

4.2.02 Pendapatan Tansfer Antar Daerah 276.792.066.020 305.466.526.020 28.674.460.000 10,36 

4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH 
YANG SAH 

8.673.651.168 7.026.740.571 -1.646.910.597 -18,99 

4.3.01 Pendapatan Hibah 1.500.000.000 1.500.000.000 0 0,00 

4.3.03 Lain-Lain Pendapatan 7.173.651.168 5.526.740.571 -1.646.910.597 -22,96 

 JUMLAH PENDAPATAN 1.686.408.247.645 2.138.324.843.071 451.916.595.426 26,80 
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BAB III 
PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH 

 

 

Mengacu pada prioritas dan sasaran daerah yang harus dicapai pada tahun 

anggaran 2023 dan sejalan dengan potensi peningkatan realisasi pendapatan daerah 

dan adanya penyesuaian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran 

2022 hasil audit BPK, maka belanja daerah pada perubahan tahun 2023 dilakukan 

penyesuaian dengan besaran semula mencapai Rp1.726.408.247.645 yang menjadi 

Rp2.509.737.374.551 meningkat 45,37 persen atau sebesar Rp783.329.126.906.  

Dengan adanya kenaikan penerimaan daerah, perlu dilakukan perubahan belanja 

daerah yang tetap mendukung prioritas daerah pada APBD tahun 2023 yang 

ditekankan pada: 

1. Peningkatan daya saing pariwisata melalui penyelenggaraan event-event 

pariwisata seperti Bontang City Carnaval, Erau Palas Benua, Pesta Laut, Smart 

Expo, dan kegiatan-kegiatan lain yang bertujuan meningkatkan kunjungan ke Kota 

Bontang yang diharapkan akan berdampak pada peningkatan lama tinggal 

wisatawan di Kota Bontang; 

2. Penanganan banjir di Kota Bontang, yang berfokus pada 

pembangunan/rehabilitasi/rekonstruksi/normalisasi sungai dan drainase 

perkotaan dan penyediaan alat berat untuk normaliasasi sungai; 

3. Penanganan sampah yang berfokus pada peningkatan sarana dan prasarana 

persampahan dan pengelolaan persampahan; 

4. Peningkatan kapasitas struktur/rehabilitasi/perbaikan jalan dan bangunan 

pelengkapnya; 

5. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan; 

6. Peningkatan sarana dan prasaran keamanan lalu lintas dan transportasi jalan; 

7. Peningkatan sarana dan prasarana kebakaran dan bencana lainnya; 

8. Pemberian insentif bagi pengurus RT, kader posyandu, Kader PPKB dan Sub 

PPKBK serta penggiat agama; 

9. Percepatan penurunan angka prevalensi stunting; 
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10. Pengadaan motor bagi Ketua RT dalam rangka untuk membantu meningkatkan 

peran RT sebagai pelayan masyarakat dalam pelayanan kepada masyarakat dan 

penggerak swadaya masyarakat di wilayahnya;  

11. Peningkatan kualitas pendidikan yang berfokus pada penyediaan seragam bagi 

siswa PAUD dan penyediaan sarana dan prasarana Pendidikan; 

12. Peningkatan kualitas Kesehatan yang berfokus pada peningkatan sarana dan 

prasarana kesehatan bagi masyarakat; dan 

13. Penanganan keluarga miskin yang berfokus pada layanan bagi lansia miskin dan 

perluasan cakupan bantuan pangan non tunai. 

 

Plafon Anggaran Sementara Perubahan disusun berdasarkan Perubahan 

Kebijakan Belanja Daerah Kota Bontang tahun 2023 sebagaimana dituangkan dalam 

Kebijakan Umum APBD Perubahan Tahun 2023, serta mengacu kepada Perubahan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bontang tahun 2023. Perubahan 

Plafon Anggaran Berdasarkan SKPD disajikan selengkapnya sebagai berikut : 

 

Tabel 3.2 Perubahan Plafon Anggaran Berdasarkan SKPD 

No. Perangkat Daerah 
Sebelum 

Perubahan 
Setelah Perubahan 

Bertambah/ 
(berkurang) 

1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 276.200.654.776 493.661.389.331 217.460.734.555 

2 Dinas Kesehatan 120.848.827.320 152.962.555.816 32.113.728.496 

3 Rumah Sakit Umum Daerah Taman 
Husada 

150.461.030.025 245.679.207.005 95.218.176.980 

4 Dinas Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang Kota 

263.014.974.486 369.739.862.069 106.724.887.583 

5 Dinas Perumahan, Kawasan 
Permukiman dan Pertanahan 

60.606.184.309 79.855.858.032 19.249.673.723 

6 Satuan Polisi Pamong Praja 15.244.607.815 17.650.699.833 2.406.092.018 

7 Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah 

8.374.989.379 14.061.813.115 5.686.823.736 

8 Dinas Pemadam Kebakaran dan 
Penyelamatan 

30.282.905.685 48.296.466.572 18.013.560.887 

9 Dinas Sosial dan Pemberdayaan 
Masyarakat 

22.024.005.843 26.253.852.583 4.229.846.740 

10 Dinas Ketenagakerjaan 14.210.633.107 21.263.757.341 7.053.124.234 

11 Dinas Pemberdayaan Perempuan 
dan Keluarga Berencana 

13.814.094.017 20.208.595.888 6.394.501.871 

12 Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan 
dan Pertanian 

35.554.963.095 48.010.007.736 12.455.044.641 

13 Dinas Lingkungan Hidup 59.664.952.647 76.372.204.710 16.707.252.063 
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No. Perangkat Daerah 
Sebelum 

Perubahan 
Setelah Perubahan 

Bertambah/ 
(berkurang) 

14 Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil 

14.243.875.859 15.842.023.925 1.598.148.066 

15 Dinas Perhubungan 24.620.670.995 34.684.181.943 10.063.510.948 

16 Dinas Komunikasi dan Informatika 22.782.101.521 34.758.487.827 11.976.386.306 

17 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, 
Menengah dan Perdagangan 

41.967.995.303 56.087.057.717 14.119.062.414 

18 Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

14.674.409.768 16.898.031.768 2.223.622.000 

19 Dinas Pemuda, Olah Raga, dan 
Pariwisata 

47.406.369.202 67.046.512.704 19.640.143.502 

20 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 14.495.967.496 16.621.352.712 2.125.385.216 

21 Sekretariat Daerah 125.295.412.756 177.339.209.181 52.043.796.425 

22 Sekretariat DPRD 66.487.564.806 84.741.657.915 18.254.093.109 

23 Badan Perencanaan, Penelitian dan 
Pengembangan 

20.672.667.436 25.628.542.401 4.955.874.965 

24 Badan Pendapatan Daerah 34.525.446.249 26.678.828.236 -7.846.618.013 

25 Badan Pengelolaan Keuangan dan 
Aset Daerah 

35.320.456.323 39.807.250.977 4.486.794.654 

26 Badan Kepegawaian dan 
Pengembangan Sumber Daya 
Manusia 

17.568.545.175 23.663.200.280 6.094.655.105 

27 Inspektorat Daerah 14.540.043.335 18.712.894.232 4.172.850.897 

28 Kecamatan Bontang Utara 59.105.783.057 75.779.408.175 16.673.625.118 

29 Kecamatan Bontang Selatan 56.011.069.850 75.107.884.665 19.096.814.815 

30 Kecamatan Bontang Barat 32.352.383.874 41.207.750.804 8.855.366.930 

31 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 14.034.662.136 65.116.829.058 51.082.166.922 

Jumlah 1.726.408.247.645 2.509.737.374.551 783.329.126.906 
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BAB IV 
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN 

URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN 
 
 

 

Dalam rangka pencapaian sasaran prioritas pembangunan yang telah 

ditetapkan selanjutnya Perangkat Daerah menjabarkannya ke dalam program dan 

kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2023 sesuai dengan tugas 

pokok dan fungsinya. 

Berdasarkan sasaran program dan kegiatan yang ingin dicapai serta 

memperhatikan kemampuan keuangan daerah, selanjutnya ditetapkan Plafon 

Sementara Anggaran masing-masing Urusan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang 

dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan alokasi sebagaimana termuat dalam 

lampiran dokumen ini. (Tabel 4.1 Terlampir). 
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BAB V 
RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH 

 

 

Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran 

pembiayaan daerah. Untuk Tahun 2023 Kota Bontang menargetkan penerimaan 

pembiayaan daerah semula sebesar Rp50.000.000.000 menjadi sebesar 

Rp396.412.531.480 naik sebesar Rp346.412.531.480 yang seluruhnya bersumber dari 

sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) daerah tahun 2022. Kenaikan SiLPA ini 

menyesuaikan dengan hasil perhitungan yang telah diaudit olek BPK-RI Kantor 

Perwakilan Kalimantan Timur yang berasal dari Kas Daerah, BLUD, Dana Kapitasi JKN, 

dan Dana BOS. 

Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan daerah pada tahun 2023, alokasi anggaran 

pengeluaran pembiayaan yang sebelumnya sebesar Rp10.000.000.000, untuk 

perubahan ini pengeluaran pembiayaan meningkat Rp15.000.000.000 menjadi 

sebesar Rp25.000.000.000 yang dialokasikan untuk penyertaan modal Bank 

Kaltimtara. 

Tabel 5.1 

Perubahan Plafon Anggaran Sementara Untuk Pembiayaan Daerah TA. 2023 

Kode Uraian 
Anggaran Tahun 2023 

Bertambah / 
(berkurang) 

% Sebelum 
Perubahan 

Setelah 
Perubahan 

6 PEMBIAYAAN DAERAH     

6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN     

6.1.01 Silsa Lebih Perhitungan 
anggaran Tahun Anggaran 
Sebelumnya (SiLPA) 

50.000.000.000 396.412.531.480 346.412.531.480 692,83 

 JUMLAH PENERIMAAN 
PEMBIAYAAN 

50.000.000.000 396.412.531.480 346.412.531.480 692,83 

6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN     

6.2.02 Penyertaan Modal 10.000.000.000 25.000.000.000 15.000.000.000 150,00 

 JUMLAH PENGELUARAN 
PEMBIAYAAN 

10.000.000.000 25.000.000.000 15.000.000.000 150,00 

 PEMBIAYAAN NETTO 40.000.000.000 371.412.531.480 331.412.531.480 828,53 
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BAB VI 
PENUTUP 

 

 

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan rancangan perubahan 

PPAS kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama. 

Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan Kebijakan 

Umum Anggaran (KUA) akibat adanya kebijakan pemerintah, maka Program dan 

kegiatan yang tertuang dalam Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 

APBD Kota Bontang Tahun 2023 ini dapat dilakukan penyesuaian program dan 

kegiatan serta penambahan dan pengurangan pagu anggaran indikatifnya pada 

tahapan pembahasan  Perubahan APBD bersama Badan Anggaran DPRD Kota Bontang.  

Demikianlah Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 

APBD TA 2023 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam 

menyusun  Perubahan APBD TA 2023. 

  

       Bontang, 18 Agustus 2023   

 Ketua DPRD     Wali Kota Bontang,  

 

 

Andi Faizal Sofyan Hasdam, SH   Basri Rase, S.IP, M.Si 

         


